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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDHCAN
Nomor : 800/371p -Dispend/2011

Tentang

Pemberian ljin kepada Yayasan BEFATA INDONESIA .
l'mu!\ mendirikan Taman Kanak=Kanak (TK) EFATA INDONIESIA
1. Melati Vista Casa de Verona Blok V20, Kel. Jelupang Kee. Serpoang Utara
NEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
Surat Permohonan Ljin Qperasional dari Yayasan Elata Indonesia
Nomar : IVDIKNAS/IX201 T, pada tanggal 13 Oktober 201 1.

Nembaca

-
p

Aesimbang Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, me isyarakat

dan pemerintah;

b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partis:pasi masyarakat

dalam  pelaksanaan  pemerataan  pendidikan, Yayasan [Lfata

Indonesia telah mengusahakan mendirikan Taman KKanak-kanak

(TK) Etata Indonesia JI. Melati Vista Casa de Vcrona Blok V20

KKel. Jelupang Kee. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sckolah olch

yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;

d. Bahwa schubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Sclatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Undang-undang Nomor : 20 ‘Tahun 2003, tentang Sistem

Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 22003 Nomaor 78,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);

Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentarng Pemerintahan

dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437);

3. Undang-undang Nomor :-51 Tahun 2008, tentang Pembentukan
Koty Tangerang Sclatan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor @ 27 Tahun
1990, tentang Pendidikan Praszkolah (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nornor : 3411);

5. Peraturan Pemerintah Republil: Indonesia, Nomor : 28 Tahun
1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negaca Tahun 1990
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 199§ Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomer : 39 Tahun
1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah  Nomor @ 25 Tahun 2000 tentang
Perimbanoan keuanean antara Pusat dan Dacrah sebagai Daerah
Gionorn (Lembaran Nepara Tahun 2600 Nomor @ 54 Tambahan
Lembaran Neaara Nomor ; 3252)

¢ Praatuesn Pemerintah Repubik Indonesia Nomeor 19 Tohun 2008
teptars Standar Nasional Pendildikien (Bembaran Negara Tahun

2005) I\'nmnrfil 'unlmh'\n ! cmh iran Nepara Nomm 4496):

-\l

C.
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0. Keputusiu

Penyusunan  Standar pelayanan  Minimal  Penyclenggaraan
Persckolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menenpah; o
10.Keputusan  Menlerd Pendidikan  Nasional  Republik  [ndonesia

Nomor : 060/U72002 tentang pedoman Pendirian Sckolah,

is SUS TATANG, SI -2 2 Tanggal 9
1. Akta Notaris SUSANA TATANG, SH. Nomor
Scptember 2000, tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum

Yayasan Efata Indoncsia ; o N
Berita Acara Tim Verilikasi, pada bari Senin tanggal lblﬂ[:hll Belas
bulan Nopember (ahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Kantor
Dinas Pendidikan.

o

MEMUTUSKAN

Memberi {jin kepada Yayasan Lfala Indonesia untuk mendirikan
Taman Kanak-=Kanak (TK) Efata Indonesia JI. Melati Vista Casa de
Verona Blok V20 Kel. Jelupang Kee. Serpong Utara Kota Tangerang
Sclatan mulai Tabun Pelajaran 2011/2012.

Pemberian ijin pendirian Taman Kanak—kanak (1K) Efata Indonesia ini
sckaligus scbagai ijin operasional,

Pemberian ijin terscbut pada pasal pertama keputusan ini berlaku
sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku
dan wajib melakukan daltar ulang (Meregistrasi) sctiap Awal Tahun
Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang,
Sclatan.

Menugaskan  kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar - Kota
Tangerang Sclatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran
penyelenggaraan Pendidikan pada sckolah tersebut sesuai dengan
pasal pertama,

Hal-hal yang ternyata belum atau tdak dintur dalam keputusan ini
akan diatur dalam keputusan tersendiri,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ¢itetapkan dengan
catatan bahwa apabila dikemudian hari (erdapat kekelirnan daam
penctapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di ¢ Tangerang Sclatan
Pada tanggeal 2 Nopember 2011

oA )

‘%x LA IODAN 8, M.Si
\ o : /

Tembind Tk.1

NIP, 19600801 198411 1 001

‘embnean : disamnailkon kepada Vih
. Menteri Pendidikan Nasionnal i Jakartag
Walikota Tanacrang Selatan:
3. Taspektur dendery

r

Comentertan Pendidikon Wastonal Ji Inlewt

A0 Divektur Taman fanehi=kanak (1K) dan Selolah Dasar (59 7500 Mandiadasmen
Kementerian Pendidikan Nasional di Jakartn:
S Kemala Dinas Pendidiban Provinsi Ponten di Sermp,

Dipindai dengan CamScanner

v Menteri Pendidikan Nasional Republik lpclcmcsiu__
Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

NOMOR : 644.2 / 694 - BP2T / 2010

TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

: Surat Permohonan  Ijin  Mendirikan Bangunan (IMB) dari

KORNELIUS ABRAHAM vyang didaRarkan pada tanggal
31 Maret 2010 Nomor 486/IMB-Bid.Pel/III/ 2010,

: a. bahwa permohonan KORNELIUS ABRAHAM setelah dilakukan

pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat ternyata telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga kepada pemohon dipandang perlu
" diberikan Jjin Mendirikan Bangunan;
b. bahwa Jjin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, agar mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.

: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tzhun 1997 tentang Pajak Dacrah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas C:nﬁ.ﬁ.
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tzahun 1997 tentang Hueu.w
Daerzh dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang vnnmgo_ms.n
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3699);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesi2 Tahun 2000
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4010);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 zoaom. wam

5.

10.

11

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahap
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4935); )
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Dacrah Kabuparen/ Kota (Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang
Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Tangerang Tahun 1996 Nomor 1 Seri
C) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Tangerang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0308);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2001
tentang Izin Mendirikan Bangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 1001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 1006); ._
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12, Peraruzan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahua pot)

.. tentang Rencapa Tapak (Lembaran Dacrah Kabup  Tangerang
Tuhun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daersh Kabupaten

- Tungerang Nomar 0908);

13. P Dacrah Kabup Tang Nomor 1] Tabza 2008

" wentang [zin Pemanfaaien Ruang (Lembasan Dacah Kabupairn
Tangeaang Tshun 2006 Nomoe 1], Tambihan Lemdann Datrad
Kabupaien Taogerang Nomor 1106);

14. P Daerah Kabup Tang: Nomoe 12 Tabua 2008
tentang Guris Sempadan Daenah Kadepaten Tangerang
‘Tahun 2006 Nomor 12, babun Lemb Daerah Kabup
. - Tangerang Nomar 1206);

18, Peamran Walikota Tangenng Sclatan Nomor 01 Tabua 2009
: tentang Orpanusasi Perangkat Daenh Xots Tasgmang Scataa
© (Berita Daerah Ko Tangaang Selatan Tabun 2009 Nomor 01)
- scbagalmnana tclah divtak dengan Pr Wallkota T

Walikida  Tangerang Sctatan Nomar €1 Tahun 2009 iomtang
> Onurtans] Fevanpkal Doceatt Kiga Teageoseng, Sclaten {flerua
© Daeral Kows ‘angerang Sciitan Tahun J009 Nomor U7)

.16 Peraturan Walikota Tangerang Sclaran Nomar 45 Takue 2009
: teatang Pemberdakuan Peraturaz Daenad &2n Peraturan Buped

- Tangenang 4i Keu Tangenng Sclaun (Benm Dienh Kou
~ Tangerang Selatan Tadun 2009 Nomor 46).

: 1. Peraturan Walikota Tangtieng Selatan Nemot 32 Tahus 2009
- ientang Rinclan Tugas, Fuogy dan Tata Kegia Baden Pelayanin
.. Perdjinan Terpads Xou Tangenang Sclinn (Beriza Daensh Ko

Tangerang Sclatan Tabun 2003 Nemor 32X
2. Persturan Walkkota Tangerang Sclaan Nomor 47 Tabun 2009
. tentang Penyelenggarian Peripnan (Berim Dacrah Ko Tangereng
) Selutan Tabun 2009 Nomor 47);
3. Benita Acara Pemerik Ti Peainj Lapargas
Tanggal : 14 April 2010
Nomor : 700.645/1MB-555-Was-BP2T/IV/2010
Gambar Siap Bangus (a5 built rawings) oo ceeeinreieecas s nesnns
Rekaman  bukti  pemdaysran  rembusi  pomor 0001124,
- tanggal 27 Mei 2010;

Nomor ~ Pokek Wajib  Rembusi  Daenk (NPWRD) -
. R1.0000872.02.004

o A

" MEMUTUSKAN

o Yin Mendinkan Bangunin Pessmbahas uotdk bangunen Gedusg
.. Seholah diberikan kepada ¢

Nama Badan

Hukum

w.s: Pemohon ¢+ KORNELIUS ABRAFAM

abauxn H

‘Alamat \ Vila Melan Mas Blok /2, Re/Rw. 27/09,
Kel Jelupang, Kec. Serpong Unre,
Kot Tengerang Sclatan

———

' KEDUA

| KETIGA

| KEEMPAT '

|
|
|

Dengan perincian sebagai berikut :
IMB LAMA NO,642.1/4139-BP2T/2009. Tanggal 18 Mei 2009
- DBangunanLt4 62400 M?*X 1Unit

t Lokasi/letak bangunan yang diberikan ljin Mendirikan Bangunan

adalah :

a. Terletak di Perumaban Melati Mas Residence Blok V. 20,

Meclati Yista, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Scrpong Utara,
Kota Tangerang Sclatan.
b. Berada di atas tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 539/34/2008 Seluas 250 m*, 593/32/2009 Seluas 250 m',
593/33/2008 Seluas 250 m?, 593/36/2008 Scluas 275 m*,
593/35/2008 Seluas 200 m*, §93/37/2008 Seluas 135 m*,
- Pengikatan Diri Untuk Melakul Jual Beli S Atas
Tanah Nomor : K-284/MMR/IX/2004 Seluas + 1.990 m’

" . Jjin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Dikum KESATU
hi

dan KEDUA Keputusan ini dalam pelak ya harus
ketentuan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

. Syarat-syarat lain yang barus dipenuhi olch pemegang ljin Mendirikan

Bangunan adalah sebagai berikut :

a. Bangunan harus sesuai dengan rencana gambar dan bestek yang
telah disetujui oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
‘Tangerang Selatan.

b. Rencana gambar dan bestek tersebut diatas senantiasa harus
ditempel / dipasang pada lokasi pekegjaan.

c. Jjin Mendirikan Bangunan ini tidak dapat dijaminkan/
dipergunakan sebagai suatu bak untuk berurusan dengan pihak
Keuga.

d. Garis padan pagar, pek dan tembok bangunan yang
telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

. a. Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya ljin

Mendirikan Bapgunan ini, tidak ada kegiatan pelaksanaan
pekerjaan, maka ijin tersebut batal dengan sendirinya.

¢. Apabila kemudian hari terjadi peralihan/mutasi bangunan, maka
pemilik baru wajib melaporkan kepada Kepala Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan untuk mendapat jin
Mendirikan Bapgunan (IMB) yang baru.

KEENAM..........(5)

KEENAM

KETUJUH

TEMBUSAN

: Dalam bal pemegang ljin Mendirivan Bangunan tdak memenuni
2 4

s

ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maga i dirixan
akan dicabut dan kepada vnaunv..a n“_. ”ﬁnzawaz Eﬂaﬁns _E
dengan Peraturan mnauhgn.nahag yang berlaky .

: Kepumuan iai mulai berlaku sejai tangga] ditetapkan,

Ditetapian di Tangerang Selatan
Pada Tanggal

18 Juni 2010

1. Inspektuz Kota Tangsrang Selaan

2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Dienah
Kota Tangerang Selatan

3. Camat Serpong Utara

Kepada :

Yth. KORNELIUS ABRAHAM

Atamat : Villa Melari Mas Blok F/2, Rt/Rw, 27/03, Kel. Jelspana, Kec. Serpong U,

Kota Tangerang Selatan

Dipindai dengan CamScanner



